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Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, segera memverifikasi
proposal pengajuan bantuan keuangan dari partai politik peraih kursi di DPRD sambil
menunggu surat rekomendasi hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari
BPK.

"Hingga kini kami memang masih menunggu hasil audit secara tertulis oleh BPK.
Namun, bersamaan itu kami juga meminta 10 parpol peraih kursi di DPRD Kabupaten
Kudus untuk mengajukan pencairan anggaran bantuan keuangan," kata Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus M. Fitrianto di Kudus,
Sabtu.

Karena 10 parpol di Kudus sudah menyampaikan proposal pengajuan pencairan bantuan
keuangan, dia menargetkan pekan depan tik melakukan verifikas.

Setidaknya, menurut dia, ketika surat rekomendasi dari BPK sudah pihaknya terima dan
tidak ada permasalahan terhadap LPJ dari 10 parpol maka secepatnya bisa dilakukan
pencairan.

Dengan dana bantuan keuangan tersebut, dia berharap bisa mendukung program
masing-masing parpol, salah satunya memberikan edukasi politik terhadap masyarakat.
Besarnya anggaran untuk bantuan keuangan parpol pada tahun 2025, kata dia, sebesar

Rp2,57 miliar untuk 10 parpol yang punya kursi di DPRD Kabupaten Kudus.
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Sementara itu, besarnya hibah untuk masing-masing partai politik, disesuaikan dengan
perolehan suara sah dengan nilai bantuannya sebesar Rp5.000,00 per suara.

Kesepuluh parpol penerima bantuan keuangan pada tahun ini, sama dengan Pemilu
2019, yakni ada Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, PPP, PDI
Perjuangan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PKB.

Untuk jumlah suara sah pada Pemilu 2019 sebanyak 471.207 suara, sedangkan hasil
Pemilu 2024 jumlah suara sah untuk parpol yang meraih kursi di DPRD sebanyak
513.781 suara.

Adapun perolehan kursinya, yakni PDI Perjuangan mendapatkan sembilan kursi, PKB
dan Partai Gerindra masing-masing tujuh kursi, Partai Golkar dan PKS masing-masing
empat kursi, sedangkan Partai NasDem, PAN, PPP, dan Demokrat masing-masing tiga

kursi, serta Partai Hanura dua kursi. (Pewarta : Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. https://jateng.antaranews.com/berita/584209/pemkab-kudus-segera-verifikasi-

proposal-pengajuan-bantuan-keuangan, “Pemkab Kudus Segera Verifikasi Proposal

Pengajuan Bantuan Keuangan”, tanggal 1 Juni 2025.

2. https://jateng.antaranews.co/berita/578845/pemkab-kudus-tunggu-rekomendasi-lhp-
bpk-salurkan-bantuan-parpol, “Pemkab Kudus Tunggu Rekomendasi LHP BPK

Salurkan Bantuan parpol”, tanggal 22 April 2025.

Catatan :

¢ Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah, segera memverifikasi proposal pengajuan bantuan keuangan dari partai
politik peraih kursi di DPRD sambil menunggu surat rekomendasi hasil pemeriksaan
laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari BPK.

¢ Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan
kepala daerah ( pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).

e Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.' Bantuan
keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

' Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
? Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
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e Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b.
bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah
provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota
di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah
provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah
provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.’

e Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat
untuk masyarakat.

c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan
Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang

Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

? Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
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mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.

d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta
Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a)
yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur
atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum
adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala
satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d)
Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut
dengan peraturan kepala daerah.

Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada
Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang

peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
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Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
1. Pasal 23 E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

. Pasal 23 F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

. Pasal 23 G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan

undang-undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional
sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan.

. Pasal 2

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas
tanggung jawab keuangan negara.

2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan

keuangan pemerintah memuat opini.
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e. Penjelasan

1)

2)

Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan
bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan
disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan
pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.
Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan
menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK
disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya
ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i)
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni
(i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar
dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed
opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of

opinion).

¢ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang

selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas

dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara.

c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha

Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga

atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
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Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun
pendapat suatu instansi
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